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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga Negara 
diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan bantuan hukum , dan kepastian hokum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Persamaan dihadapan hukum ini 
menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan. 
Menurut PP No. 44 Tahun 2008 Restitusi adalah ganti kerugian yang 
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat 
berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan 
atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan 
dalam konsep Hukum Islam ganti kerugian dikenal dengan “Diyat”. Diyat adalah 
adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban 
atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinâyat yang dilakukan oleh si pelaku 
kepada korban. Kedua hukum ini memiliki konsep yang sama mengenai 
perlindungan korban terhadap tindak pidana, namun prosedurnya lah yang 
membedakan antara kedua hukum tersebut. Dalam hukum positif restitusi harus 
didaftarkan ke pengadilan melalui LPSK sebagai penggabungan gugatan yang 
memiliki syarat-syarat tertentu yang belum pasti dikabulkan oleh pengadilan, 
sedangkan dalam hukum Islam diyat secara otomatis melekat pada pelaku tindak 
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pidana jika keluarga korban atau keluarga korban memaafkan pelaku tindak 
pidana tersebut 
Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara yang dirumuskan 
dalam konstitusi salah satunya dapat diwujudkan dengan jaminan dari Negara 
bagi warga negaranya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini perlakuan baik, 
adil dan sama kedudukan di hadapan hukum juga mencakup  terhadap pengertian 
persamaan kedudukan dihadapan hukum baik terhadap tersangka maupun korban 
dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia. 
Sistem peradilan pidana yang merupakan dasar atas penyelesaian perkara 
pidana yang diselenggarakan berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP yang 
merupakan hukum pidana formil dan menjadi dasar atas penyelenggaraan sistem 
peradilan pidana Indonesia, masih dirasa kurang dalam memberikan perlindungan 
bagi korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan KUHAP yang mengatur segala 
ketentuan praktek beracara pidana di Indonesia masih berorientasi pada 
perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (offender orientied). 
Hukum pidana di Indonesia yang berorientasi terhadap pelaku tindak 
pidana, karena Negara telah mengambil alih seluruh reaksi yang dapat dilakukan 
korban terhadap orang yang telah merugikan atau menderitakan dirinya. Kerugian 
dan penderitaan korban telah diabstraktir oleh Negara dan diwujudkan dalam 
bentuk ancaman sanksi, pidana atau tindakan, terhadap pelakunya.
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Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia kepentingan korban yang 
meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami, seringkali 
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kurang diperhatikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu 
hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh 
keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.
2
 Hal ini dikarenakan 
secara teoritis dan praktik dalam sistem peradilan pidana Indonesia kepentingan 
korban kejahatan diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian dari 
perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) 
dan teori solidaritas sosial (social solidary argument). Adanya gagasan 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berlandaskan pada komitmen 
kontrak sosial (social contract argument) dan solidaritas sosial (social solidary 
argument) tersebut menjadikan masyarakat dan Negara bertanggung jawab dan 
berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang 
mengalami musibah sebagai korban.
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Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, 
dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, sudah dianggap sebagai upaya 
perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas. Padahal dalam realitasnya 
kerugian yang dialami korban terabaikan. Kemungkinan memberikan ganti rugi 
kepada korban sebenarnya dapat didasarkan pada KUHP dan KUHAP. Di dalam 
KUHP dasar hukum untuk memberikan ganti rugi diatur dalam Pasal 14 c, yang 
berbunyi : 
Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana 
denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan 
tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak 
pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu 
tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala 
atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
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Sedangkan KUHAP dasar hukum yang dapat digunakan untuk 
menmberikan ganti rugi adalah Pasal 98 sampai dengan 101, yang berbunyi :  
Pasal 98 
(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian 
bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat 
menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkara pidana itu.   
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan 
selambat lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. 
Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
5
 
 
Namun upaya perlindungan hukum bagi korban yang diatur dalam KUHP 
maupun KUHAP dirasa tidak implementatif karena kurang menjamin pemulihan 
atas penderitaan yang dialami korban tindak pidana dan sangat jarang korban 
tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang telah dialami, 
atas dasar alasan ini kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban pada Pasal 3 menyebutkan: perlindungan saksi dan korban berdasarkan 
pada a. harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak 
diskriminatif; e. kepastian hukum dengan penjelasan cukup jelas.
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Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang diatur dalam 
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban memberi 
jaminan kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam 
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bentuk restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) b dan dilaksanakan 
lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 
Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 
merupakan peraturan pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
yang berbunyi :  
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak 
atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. 
hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku 
tindak pidana.   
(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7
   
 
Pengaturan tentang restitusi serta prosedur tentang pemberian restitusi 
diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2008. PP No. 44 tahun 2008. Dalam pasal 20 yang 
berbunyi : 
(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.  
(2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat 
kuasa khusus.  
(3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas 
bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
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Pengaturan mengenai pelaksanaan restitusi telah diatur dengan baik dalam 
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, namun dalam praktek peradilan 
pidana yang terjadi selama ini, pemberian restitusi masih sulit didapatkan oleh 
korban tindak pidana. Kesulitan yang terjadi dikarenakan prosedur untuk 
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mendapatkan restitusi yang sangat panjang dan berbelit-belit, serta proses 
peradilan pidana di Indonesia yang masih berorientasi kepada pelaku tindak 
pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, seperti 
salah satunya pemulihan hak-hak yang telah dirampas berupa restitusi seringkali 
terabaikan. 
Islam yang mengajarkan ditegakannya keadilan secara tegas dalam Al-
Qur’an dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 45 yakni : 
 
                        
                    
                     
 
Artinya : 
“ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka 
(pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang zalim. ”( Qs. Al-Maidah, Ayat 45 )9 
 
Sebagai contoh kasus kurangnya perhatian dari lembaga peradilan 
mengenai hak-hak korban yang berupa ganti kerugian yaitu : 
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Kasus tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh muh yusuf ini, 
telah di gelar di pengadilan Negeri Palu dengan Nomor Register Perkara 
No.98/PID.B/2011/PN.Palu. pada awal-awal persidangan telah mengadakan 
pendekatan kepada hakim dengan mengemukakan keinginan pihak korban yakni 
keinginan untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku dengan mengadakan 
gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya yang mana 
sedang berjalan. Namun keinginan dari pihak korban tindak pidana tersebut telah 
ditolak oleh hakim dengan alasan harus terlebih dahulu ada putusan pidana yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
Perkara No.98/PID.B/2011/PN.Palu, tersebut telah diputus yang pada 
pokok putusan tersebut dinyatakan bahwa terdakwa Muh Yusuf, Lahir diwajo, 
Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, 
Pekerjaan Wirasuasta, Tempat Tinggal Jalan sukun No.201 A Kec. Palu Barat, 
Telah terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana tercantum dan 
diancam hukuman Dalam Pasal 378,Pasal 65 KUHP dan Karena itu terdakwa 
dihukum dengan hukuman penjara selama 1 Tahun 2 Bulan. Putusan Tersebut 
diatas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karenanya pihak korban 
sudah mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan perdatanya. Berkenaan 
dengan contoh kasus yang terjadi dikota palu tersebut sangat nyata bahwa 
penerapan kasus ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP belum dilaksanakan 
secara sempurna karena ganti kerugian dijatuhkan setelah perkara pidana yang 
dijatuhkan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah.
10
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Menurut Koran Tempo tertanggal 14 januari 2013, mengungkapkan bahwa 
Dari sejumlah kasus yang masuk peradilan, lebih dari 90 persen permohonan 
restitusi ditolak dengan beragam alasan. Harapan korban untuk mendapat ganti 
rugi, sesuatu yang bisa jadi sangat diperlukan dan didambakan, hanya tinggal di 
awang-awang. Sampai sekarang tercatat, baru segelintir permohonan restitusi 
yang dikabulkan hakim. Pertama adalah kasus tewasnya M. Zarkasi pada 3 Mei 
2009 akibat luka bakar setelah tokonya dibakar puluhan orang. Hakim Pengadilan 
Negeri Magetan, Jawa Timur, pada 30 November 2009 mengabulkan permohonan 
restitusi Rp 134,4 juta dari Rp 593,3 juta yang diajukan Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK). 
Ganti rugi sebesar itu dibebankan kepada 14 terdakwa, yang juga 
mendapat hukuman satu hingga empat tahun penjara. Kedua, terjadi di Pengadilan 
Negeri Menggalang, Tulangbawang, Lampung, pada 5 Januari 2012. Pengadilan 
mengabulkan permohonan restitusi Rp 11,6 juta dari Rp 841 juta yang diajukan 
pemohon, Arbakiyah, atas tewasnya sang suami, Sahab Sukri, yang ditembak 
Ajun Inspektur Satu Avit Kurniawan. Avit dihukum 15 tahun dalam kasus ini. Di 
luar kedua kasus itu, hampir semua pengajuan restitusi ditolak, termasuk kasus 
perdagangan orang (trafficking), yang persidangannya digelar di Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Kendati dua pengadilan di atas 
mengabulkan permohonan restitusi dari korban atau keluarganya, tetap ada 
catatan di sini: nilai ganti rugi yang dikabulkan majelis hakim jauh dari harapan. 
Dalam kasus tewasnya Sahab Sukri, misalnya, Arbakiyah menyatakan kecewa 
atas putusan hakim yang menetapkan ganti rugi Rp 11,6 juta itu. Menurut 
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Arbakiyah, uang sebesar itu jelas jauh dari cukup untuk membiayai hidup dan 
pendidikan delapan anaknya.
11
 
Dalam kasus tewasnya Sahab Sukri, hakim jelas tidak memperhitungkan 
bagaimana Arbakiyah mesti mencari biaya untuk menyekolahkan anaknya, 
katakanlah, sampai tingkat SMU, sesuatu yang pasti tidak akan menjadi bebannya 
jika suaminya tidak tewas. Hakim hanya berpedoman pada bukti kuitansi yang 
dikeluarkan keluarga korban. Padahal beban pendidikan dan kebutuhan sehari-hari 
yang juga telah diperhitungkan keluarga korban dan LPSK itulah yang mestinya 
jauh lebih penting. Ganti rugi Rp 11,6 juta juga tidak akan menimbulkan efek jera. 
Padahal, salah satu tujuan restitusi adalah memunculkan “efek kapok”. Memberi 
pelajaran kepada pelaku agar berpikir dua kali jika akan melakukan perbuatan 
yang sama. 
Beda dengan halnya hokum pidana islam yang lebih mengutamakan 
tegaknya hokum dan memperhatikan akibat yang timbul terhadap korban. Subyek 
hokum yang melakukan kejahatan akan dihukum, sedangkan korban dari 
kejahatan tersebut diperhatikan bahkan dianjurkan diberikan ganti rugi atas 
kerugian yang dideritanya. Banyak korban yang terlantar setelah pelaku tindak 
kejahatan dihukum. Seandainya korban kejahatan itu adalah kepala keluarga yang 
harus menghidupi keluarganya apakah cukup hanya dengan dihukum saja pelaku 
kejahatan tersebut tanpa ada ganti kerugian terhadap keluarga yang 
ditinggalkannya. 
Dalam firman-Nya Allah SWT menerangkan tentang ganti rugi / diyat 
dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 92 yakni : 
                                                          
11
 Koran tempo, 14 januari 2013 
10 
 
                                 
                        
                        
                           
               
 
Artinya : 
“ Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) , dan barangsiapa 
membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka 
(keluarga terbunuh) bersedekah . Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) 
yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya , maka hendaklah ia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat 
dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. “12 
 
Dalam ayat diatas telah diterangkan bahwasannya terdakwa diwajibkan 
membayar ganti rugi / diyat kepada korban atau keluarga korban. Secara tidak 
langsung ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa korban mendapatkan 
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 Al-Qur’an dan terjemahan oleh DEPAG RI, CV. TOHA PUTRA Semarang edisi baru 
tahun 1989, hal 135 
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perlindungan secara konkrit dari Allah SWT, bahkan keluarga yang ditinggal mati 
berhak atas ganti rugi dari terpidana. Beda halnya dengan hokum positif di 
Indonesia, peranan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses 
penegakan hokum. Dalam posisi ini korban cenderung diperlakukan sebagai alat 
bukti dan bukan diperlakukan layaknya manusia yang membutuhkan hak-hak dan 
perlindungan. Korban yang dituntut sebagai saksi korban hanya ditunjukkan di 
depan pengadilan untuk mendukung argumentasi jaksa penuntut umum, setelah 
itu tidak ada upaya untuk menjamin adanya perlindungan hokum bagi korban 
yang memadai untuk mengembalikan posisi korban seperti semula. Keberpihakan 
hokum kepada korban sangatlah tidak adil, terlihat dari beberapa peraturan yang 
lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. 
Oleh karena menariknya tema seputar perlindungan korban maka penulis 
ingin melakukan penelitian tentang : “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana 
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah konsep / konstruksi restitusi kepada korban tindak pidana dalam 
hokum positif Indonesia mempunyai persamaan dengan konsep diyat 
dalam Hukum Pidana Islam ? 
2. Apakah kelebihan, kelemahan, perbedaan, dan persamaan konsep restitusi 
dalam hukum positif dengan diyat dalam Hukum Islam ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai 
penulis adalah : 
1. Mengetahui konsep / konstruksi restitusi kepada korban tindak pidana 
dalam hukum positif Indonesia mempunyai persamaan dengan konsep 
diyat dalam hukum pidana Islam. 
2. Mengetahui kelebihan, kelemahan, perbedaan, dan persamaan konsep 
restitusi dalam hukum positif dengan diyat dalam hukum Islam. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat dan 
korban tindak pidana, bahwa pihak-pihak yang dirugikan tersebut diberi 
ruang untuk menuntut kembali hak-hak mereka yang dirugikan. 
2. Memberi pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta pembaca dari 
penelitian ini. 
3. Bagi penulis, penelitian ini sebagai syarat kelulusan jenjang S-1 jurusan 
Syariah / Hukum (Twining Program) Fakultas Agama Islam / Fakultas 
Hukum  
 
E. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum 
normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari 
13 
 
bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat 
hukum), disebut juga dengan istilah Legal research 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hokum normatif, 
oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada 
sumber data sekunder yang meliputi. 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia yang disusun secara sistematis serta Al – Qur’an dan Hadits 
sebagai pedoman utama. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari 
buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen, dan surat 
kabar. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data untuk memeperoleh data akurat dan konkrit. 
Adapun teknik yang dilakukan : 
a. Studi pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan 
terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
13
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 M.Nazir, Metode penelitian,  Jakarta, Ghalia Indonesia 2003,  hal 27 
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b. Dokumentasi 
Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, 
termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-
lainyang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik 
dokumenter atau studi dokumenter.
14
 
4. Analisis Data 
Supaya data yang terkumpul dapat dipahami, maka tulisan disajikan 
dengan bahasa yang mudah dipahami dengan uraian sederhana. Dalam melakukan 
analissi diterapkan kualitatif, yakni dengan melakukan
15
 : 
a. Menerapkan azas hokum16 : setiap melakukan analisa permasalahan 
dari penelitian ini diterapkan azas hokum baik itu azas hokum positif 
maupun azas hokum islam sebagai alat ukur. 
b. Merujuk pada undang-undang17 : setiap melakukan analisa terhadap 
permasalahan dari penelitian ini setidaknya didasarkan pada peraturan 
perundangan yang ada. Baik itu hokum islam maupun hokum positif. 
c. Komparasi18 : membandingkan data-data yang ada baik dari bahan 
hokum primer, sekunder, maupun tersier, kemudian diambil 
kesimpulan. 
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 Dra. Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi penelitian sosial dan pendidikan, hal 191 
15
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta : UI-Pers, 1986 ), hal : 251 
16
 Ibid, hal : 252 
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 Ibid, hal : 255 
18
 Ibid, hal : 257 
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F. BATASAN OPERASIONAL 
Batasan operasional ini meliputi pengertian yang digunakan untuk 
memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 
batasan operasional ini berisi sebagai berikut : 
1. Restitusi 
Menurut PP No. 44 Tahun 2008 Restitusi adalah ganti kerugian yang 
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat 
berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan 
atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
19
 
2. Korban Tindak Pidana 
Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang 
Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
20
 
3. Diyat 
Diyat adalah adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku 
jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinâyat yang 
dilakukan oleh si pelaku kepada korban.
21
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4. Hukum Positif 
Menurut Drs. E.Utrecht, S.H di dalam bukunya yang diberi judul 
Pengantar dalam Hukum Indonesia telah mengartikan hukum adalah sekumpulan 
peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat 
menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh 
anggota masyarakat karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat 
menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah. 
5. Hukum Islam 
Menurut Qardhawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan 
berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan 
dengan keduanya seperti ijma’ dan qiyas. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-
apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan (aqidah), 
ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda 
untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. 
 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dan pada masing-
masing bab terdiri dari sub bab yaitu : 
BAB I       : Pendahuluan, merupakan bab pengantar sebelum memasuki bab 
materi. Pada bab pendahulian ini mencakup sub bablatar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, 
sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data, serta 
diakhiri dengan sistematika penulisan. 
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BAB II      : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang konsep 
restitusi, korban, dan tindak pidana serta dasar hukum restitusi 
menurut hukum positif dan hukum islam. 
BAB III     : Hasil Penelitian, dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah 
yaitu : eksistensi restitusi yang diberikan kepada korban menurut 
hukum positif dan hukum islam dan prosedur pengajuan restitusi di 
Indonesia 
BAB IV     : Penutup, merupakan kesimpulan atas pertanyaan dari rumusan 
masalah, pesan dan saran yang sekirannya penting bagi 
permasalahan yang dibahas 
 
 
